
WALIKOTA TUAL 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL 
NOMOR 04 TAHUN 201 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TUAL, 
Mehimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program dan 

kegiatan administrasi kependudukan yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
sesuai ketentuan pasa1 87A Undang-undang Nomor 2 
Tahu 2013 tetang Perubahan Atas Undang- Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisuras 
Kependudukan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangn scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan. 

Mengingat: 1. Posa! 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahur 1957 
tentang Pembentukan Daerat-Daerah Swatantra Tingkat 
II Dalar Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 11,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1645), 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3019); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noror 3474) 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu 1999 Nomor 165, Tambahan tembaran Negara 
Re publik Indonesia Nomor 3886]; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak sebagamana telah diubah dengan 
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu 2014 Noor 109, Tamnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235] 



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tarbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286), 

' 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan [erbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5475}; 

9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438]; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia [Lembaran Negara 
Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Mahuku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 
Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4747), 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5216]; 

14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perun~dang-Undangan (Lembaran 
Negara Republic Indonesia Tahun 2011 NOmor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) 

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5586); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tabun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 4 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomar 24, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomar 5657), dan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l 
Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 
Tabun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

21.Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Tal (Lembaran Daerah Kota 'Tal 
Tahun 2016 Noor 88, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Tual Nornor 7096); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TUAL 

WALAKOTA TUAL 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan. PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG 
PENYELENGGARAAN ADMINISTRAST KEPENDUDUKAN. 

BAB I 

KETEN'TUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan. 

• Daerah adalah KOta Tual 

2. Walikota adalah Walikota Tual 

3. Pemerintah adalah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemcrintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom 
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4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan 
Administrasi Kependudukan 

6. Instansi Vertikal adalah Perangkat dari Kementerian atau Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian yang mcrpunyai lingkungan kerja di 
wilayah yang bersangkutan 

7. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang 
jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan 
keadaan yang dialami olch penduduk sejak saat kelahiran. 

8. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja 
Pererintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk 
melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah 
kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan 

9. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah 
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK} di 
ling#ungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan 
dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau 
Kelurahan. 

10. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan 
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen 
dan Data Kependudukan mclalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, 
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan 
hasilnya untuk pelayanan publik dan pombangunan sektor lain 

11.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah 
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 
disahkan dengan Undang-Undang scbagai Warga Negara Indonesia 

12.Orang Asing adaah orang bukan Warga Negara Indonesia 
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk 

secara sah serta bertempat tinggal di Dacrah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku 

14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum scbagai alat bukti 
autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil 

15.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data 
keseluruahan [agregat) yang terstruktur sebagai hasil dani egiatan 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

16.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan 
ata.s pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan 
Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan 
berupa kartu identitas atau surat ketcrangan kependudukan. 

7 Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialari Penduduk yang 
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau 
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat 
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubaban 
alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 
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18. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah 
nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan 
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 

19. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas 
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam 
eluarga, serta identitas anggota keluarga. 

20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat Tp.el, adalah 
Kartu Tada Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas 
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi 
Pelaksana. 

21.Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh 
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 

22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pcjabat Daerah yang mclakukan 
pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi 
Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang-Undangan 

2.3. Kcpcrcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan 
pelaksanaa hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa 
berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan 
peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi 
ubur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia 

24. Penghayat kepcrcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya 
disebut pcnghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan 
meyakini nilai-nilai pcnghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa 

25. Surat Perkawinan Penghayat kepercayaan adalah bukti terjadinya 
perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan 
disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan 

26. Peristiwa Penting adalah kcjadian yang dialami oleh seseorang meliputi 
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 
pengesahan anal, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan 
status kewarganegaraan. 

27 lain Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing 
untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka 
waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing 
untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 

29. Petugas Rahasia Khusus adalah pet«gas reserse dan pctugas intelejen yang 
melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya. 

30. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab 
memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Ponting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan 
di desa/kelurahan atau nama lainnya. 

31. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA 
Kecamatan adalah satuan kera yang melaksanakan pencatatan nikah, 
talaks, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang 
beragama Islam 
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32. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selenjutnya disebut UT Instansi 
Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung 
jawab kepada Instansi Pelaksana. 

33.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanuunya 
disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk mnemfasilitasi pengelolaan informasl 
administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi 
pelaksana sebagai satu kesatuan. 

34. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut 
Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami 
hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh 
bencana alam dan bencana sosial. 

35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republk Indonesia, Pejabat 
atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 

BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK 

Bagian Kesatu 
Hak Penduduk 

Pasal 2 

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: 
a. dokumen kependudukan; 
b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
c. perlindungan atas data pribadi, 
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; 
e. informasi mengenai data basil pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan 
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik scbagai akibat kesalahan dalan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data 
pribadi oleh Instansi Pelaksana. 

Bagian Kedua 
Kewajiban Penduduk 

Pasal 3 

(I) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan 
menyerahkan persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan dalam 
Pcraturan Perundang-Undangan. 

(2) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar daerah 
dan orang asing yang memiliki izin tinggal di Kota Tual wajib melaporkan 
peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kcpada 
Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan dan dokumen 
sesuai ketentuan. 

(3] Melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting scbagaiman 
dimaksud dalam ayat (1) mcliputi: 
a. mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah Kota Taal; dan 
b. mclaporkan setiap perubahan biodata yang terjadi; 
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BAB III 

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN 
INSTANSI PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
Kewenangan Penyelenggara 

Pasal 

(I) Penyelcnggara Administrasi Kependudukan di Kota Tual adalah 
Pemerintah Daerah Kota Tual. 

(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat [) bertanggung jawab 
dan berwenang sebagai berikut: 

a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
b. membentuk instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang 

Administrasi Kependudukan; 
c. mengatur teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan; 
d. melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan; 
c. melaksanakan kegiatan pelaynan masyarakcat di Bidang Administrasi 

Kependudukan; 
f. Menugaskan kepada Desa dan Kelurahan untuk menyelenggarakan 

scbagian urusan Adrinistrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas 
pembantuan; 

g. penyajian data kependudukan berskala Kota Tuai berasal dari data 
kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh 
kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan 
dalam negeri; dan 

h. melakukan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan. 

Pasal 5 

(I) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
ayat (2) huruf a Walikota mcngadakan koordinasi dengan instansi vertikal 
dan lembaga pemerintah non departemen 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l] berkaitan dengan aspek 
pcrcncanaan, pengorgamisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Pasal 6 

(1) Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh 
instansi pelaksana. 

(2) Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perstrwa 
kclahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pongaktan anak di 
kecamatan tertentu dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana. 
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Pasal 7 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
ayat (2) huruf c, Walikota mengadakan pengaturan teknis pcnyclcnggaraan 
administrasi kependudukan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wahikota 
dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan di bidang 
Administrasi Kependudukan, 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal d 
ayat (2) huruf d, Walikota atau Instansi Pelaksana mengadakan : 
a. koordinasi sosialisasi antara Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah 

Non Departemen; 
h. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi, 
c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; 

dan 
d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Pasel 

Dalam mclaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
ayat [22) huruf e, Walikota atau Instansi Pelaksana menyelcnggarakan 
kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, 
dilaksanakan secara terus menerus, ccpat dan mudah kepada seluruh 
penduduk. 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan kewenangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat. (2) huruf f, walikota memberikan penugasan kepada desa, kelurahan 
atau nama lain unluk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi 
Kependudukan berasaskan gas pembantuan, disertei pembiayaan, sarana 
dan prasarana serta sumber daya manusia yang ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota. 

Pasal I 

(I] Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat [2) huruf g, Walikota atau instansi pelaksana melakukan 
a. penyajian data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan 

data pribadi; dan 
b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat 

dipertanggungiawabkan. 

(2 Pelaksanaan kewengan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 
dilakukan dengan mengguanakan perangkat unak berbasis elektronik 

Pasal 12 

(I) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
ayat [2) huruf h, Walikota atau instansi pelaksana melakukan koordinasi 
penggawasan antar instansi terkait. 

(2) Koordinasi pengawasan sebagaimane dimaksud pada ayat (l] dilakukan 
melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi 
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Bagian Kedua 
Instansi Pelaksana 

Pasal 13 

(I) Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di 
Kota Tuai, Pemerintah Kota Tual membentuk Dinas Keperdudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tual sebagai Instansi Pelaksana yang di atur dalam 
Peraturan Daerah. 

(2) Instansi Pelaksana sebagaimana diraksud pada ayat (l) melaksanakan 
ursan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi 
a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; 
b. memberikan pelayanan yang suma dan profesional kepada setiap 

pcnduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 
Penting; 

c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen 
kependudukan; 

d. mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
sipil; 

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan 
Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan 

f. melakukan verifikasi dan validasi data 
disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan 
dan Pencatatan Sipil 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf a untuk 
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang bcragama 
Islar pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada 
KUA Kecamatan. 

(4) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UT 
Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan 
sipi 

(5] Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat [2) untuk persyaratan dan 
tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya 
belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, dilaksanakan 
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

(6] Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan prioritas pembentukannya diatur dengan 
Peraturan Walikota sestai peraturan perundang-undangan. 

Pasai 14 

() Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan 
dengan kewenangan yang meliputi: 
a. memperoleh kcterangan dan data yang benar tentang Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; 
b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk 

atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; 
c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kcpendudukan dan 

Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan 
pembuktian kepada lembaga Peradilan; dan 

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan 
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[2) Kcwcnangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1j huruf a dan huruf b, 
berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya untuk 
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang 
beragama Islam. 

(3] Selain kewenangan sebagairmana dimaksud pada ayat (I), Instansi 
Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil 
pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk 
yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pasal 15 

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi 
kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, 
mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan 
Akta Pencatan Sipil serta memuat catatan pinggir pada Akta-akta 
Pencatatan Sipil. 

Pasal 16 

(I) Petugas registrasi membantu Kepala Desa/Lurah dan Instansi Pelaksana 
dalam Pendaftaran Penduduk dan encatatan Sipil. 

2) Petugas rcgistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh Walikota dirutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuahi persyaratan. 

BAB IV 

PENDAPTARAN PENDUDUK 

Bagian Kesatu 
Nomor Induk Kependudukan 

Pasal 17 

(I) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK. 

[2) NIK sebagairmana dimaksud pada ayat (I) berlaku seumur hidup dan 
selamanya. yang diberikan oleh Pemerintah dan ditcrbitkan oleh Instansi 
Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan 
biodata. 

(3] NTK scbagaimana dimaksud pada ayat (lj dicantumkan dalam setiap 
Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen 
identitas lainnya. 

Bagian Kedua 

Pendaftaran Peristiwa Kependudkan 
Karena Perubahan Alamnat 

Pasal 18 

(I) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instasi Pelaksana wajib 
menyelenggarakan penerbitan perubah dokumen Pendaftaran Penduduk 

[2) Ketentuan lebih lanjut moengenai persyaratan dan tata cara penerbitan 
perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang­ 
Undangan. 
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Bagian Ketiga 

Pendaftaran Perpindahan Penduduk 
Dalam Wilaya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Paragraf I 
Pidah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah 

Pasal 19 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah di dalam daerah dan 
Luar daerah wajib mclapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal 
untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah 

(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat () adalah berdorisilinya 
Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari l (satu) tahun 
atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang 
kurang dari {satu) tahun. 

(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah scbagaimana dimaksud pada 
ayat (l] Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi 
Pelaksanta di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Kcterangan 

Pindah Datang 

(4) Laporan sebagaiman dimaksudkan pada ayat (3) paling lama 30 
tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keterangan pindah dari 
daerah asal. 

(5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diguanakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan TP bagi 
Penduduk yang bersangkutan. 

Pasal 20 

Instansi pelaksana wajib menyclenggarakan pendaftaran wajib pindah 
datang Penduduk Warga Neraga Republik Indonesia yang bertransmigrasi 

Paragraf 2 

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah 

Pasal 2l 

(1) Orang Asing yang memiliki lain Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang 
memiliki lain Tinggal Tetap yang datang ke Kora Tual wajib melaporkan 
rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan 
surat keterangan pindah datang orang asing. 

2) Berdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi 
Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangnan Pindah Datang. 

(3) Orang Asing scbagaimana dimaksud pada ayat (l) melaporkan 
kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 
(tiga puhuh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang 

(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagairana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP, atau Surat 
Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bcrsangkutan 
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Paragraf 3 

Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara 

Pasal 22 

(1) Setiap WNI yang bermaksud untuk tinggal sementara di Kota Tual wajib 
mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). 

[2) Tinggal sementara scbagaiman dimaksud pada ayat (l) dilakukan selama 
90 {sembilan puhuh] hari berturut-turut sampai dengan l (satu) tatrun. 

Pasal 23 

Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (l) tidak diwajibkan bagi WNI yang melakukan tugas kedinasan atau 
sekolah. 

Pasal 24 

(I) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah dilakukan oleh instansi 
pelaksana. 

2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksudkan pada 
ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKTS berdasarkan permohonan 
tinggal sementara. 

(3] STS sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) 
tahun dan dapat diperpanjang scsuai kebutuhan. 

Paragraf 4 

Pindah Datang WN ke Luar Negeri atau 
Pindah Datang WNI ke Kota Tual 

Pasal 25 

(I) Pendukduk Kota Tual yang hendak pindah ke luar negeri wajib 
melaporkan rencana kepindahannya ke instansi pelaksana. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l] Instansi 
Pelaksana mendaftar dan mnerbitkan Surat Keterangan Pindah ke 
Luar Negeri 

Pasal 26 

(I) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan 
kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) 
harisejak tanggal kedatangan. 

() Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat () Instansi 
Pelaksana mcndaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari 
Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP 

Paragraf 5 
Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang Ke Kota Tual 

Pasal 27 

(1) Orang Asing yang memilii lain Tinggal Terbatas yang datang dari uar 
negeri dan Orang Asing yang mcmiliki izin lainnya yang telah berubah 
status scbagai pemegang lzin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat 
tinggal di Kota Tual wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling 
lam bat 14 (empat belas} hari sejak diterbitkan lzin Tinggal Terbatas. 

12 



. ' 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi 
Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. 

(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tompat Tinggel sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku lzin Tinggal Terbatas. 

() Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib dibawa pada saat berpergian 

Paragraf 6 

Perubahan [in Tinggal Terbatas Menjadi zin Tinggal Tetap 

Pasal 28 

(I) Orang Asing yang mem~liki lain Tinggal Terbatas yang telah berubah 
status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tingal Tetap wajib 
melaporkan kepada Instansi Plaksana paling lambat 14 fempat belas] 
hari sejak diterbitkan lain Tinggal Tetap 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Instansi 
Pelaksana rendaftar dan menerbitkan KK dan KT 

Paragraf 7 

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang lzin 
Tinggal Tetap Pindah Ke Luar Negeri 

Pase] 29 

(1) Orang Asing yang meniliki lain Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang 
memiliki lain Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib 
melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas] 
hari scbelum rencana kepindahannya. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Instansi 
Pelaksana melakukan pendaftaran. 

Paragraf 8 
Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 

Pasal 30 

(1) Instansi Pclaksana wajib melakukan pendataan enduduk rentan 
Administrasi Kependudukan yang meliputi. 
a. penduduk korban bencana alam; 
b. penduduk korban bencana sosial; 
c. orang terlantar; dan 
d. komunitas terpencil 

(2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat 
sementara, 

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat [2) digunakan sebagai 
dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk 
rentan Administrasi Kependudukan. 

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan 
Penduduk rentan diatur dalam Peraturan Walikota. 
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Paragraf 9 
Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri 

Pasal 31 

(I) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap 
Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu 
oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengerai pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat tl) diatur dalam Peraturan Walikota. 

BABV 

PENCATATAN SIPLL 

Bagian Kesatu 
Penjabat Pencatatan Sipil 

Pasal 32 

I) Penjabat Pencatatan Sipil Mempunyai Kewenangan melakukan verifikasi 

kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, 
mencatat dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta 
pencatatan sipil serta membuat catatan pinggir pada akta-akta 
Pencatatan Sipi. 

(2) Dalam hal Penjabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat [I) berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari instansi 
pelaksana. 

Bagian Kedua 

Akta Pencatatan Sipil 

Pasal 33 

(1) Akta Pencatatan Sipil terdini atas : 
a. register akta Pencatatan Sipil; dan 

b. kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

[2) Akta Pencatatan Sipii Berlaku selamanya. 

Pasal 34 

(l) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting 

[2) Data peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama di 
integrasikan ke dalam date hase dan tidak diterbitkan kutipan Akta 
Pencatatan Sipil. 

(3] Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh instansi 
pelaksana. 

(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat. 
a. jenis peristiwa penting; 
b. NIK dan status kewarganegaraan; 
c. nama orang yang mengalami peristiwa penting; 
d. nama dan identitas pelapor; 
e. tempat dan tanggal peristiwa; 
f nama dan identitas saksi; 
g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan 
h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang. 

14 



• 

Pasal 35 

[I) Kutipan Akta Pencaratan Sipii Terdiri atas kutipan akta 
a. kelahiran, 
b. kematian, 
c. perkawinan; 
d. perceraian; 
e. pengakuan anak, dan 
f. pengesahan anak 

2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: 
a jenis peristiwa penting; 
b. NIK dan status kewarganegaraan; 
c. nama orang yang mengalami peristiwa pentng; 
d. terpat dan tanggal peristiwa; 
e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; 
f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan 
g. pernyataan kesestuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat 

dalam Register Akta Pencatatan Sipil. 

Bagian Kesatu 
Pencatatan Kelahiran 

Paragraf I 

Pencatatan Kelahiran di Kota Tual 

Pasal 36 

() Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 
Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluhj hari scjak kelahiran 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pade Register Akta Kelahiran dan menerbitkan 
Kutipan Akta Kelahiran. 

Pasal 37 

(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan 
Kutipan Akta Kclahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang 
tidak diketahui asal-usulya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan 
pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara 
Pemeriksaan dari kepolisian. 

[2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diterbitkan 
oleh Pcjabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana. 

Paragraf 2 

Pencatatan Kelahiran Warga Kota Tual di luar Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

Pasal 38 

(1) Kelahiran Warga Kota Tual di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia wajib dilaporkan untuk dicatatkan pada instansi yang 
berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan 
Republik Indonesia 

[2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak 
menyelenggarakan pencatatan kelahiran bag orang asing, pencatatan 
dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. 
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(3) Perwakilan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud pada ayat [2) 
mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sesuai mckanisme yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 

(4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat [) 
dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 {(tiga puluhj hari 
sejak yang bersangkutan kembali ke Kota Tual 

Paragraf 3 

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang 

Pasal 39 

(I) Kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh 
Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tcmpat 
singgah berdasarkan keterangan kelahiran dani nahkoda kapal laut atau 
kapten pesawat terbang. 

(2) Dalam hal tempat tujuan atau terpat singgah sebagaiman.a dimaksud 
pada ayat (l) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
kela hiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sctcmpat untuk dicatat 
dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

(3) Dalam hal tcmpat tujuan atau tempat singgah sebagairana dimaksud 
pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau 
tempat singgah. 

() Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kclahiran 
bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republk 
Indonesia setempat. 

(5) Perwakilan Republk Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
mencatat peristiwa kclahiran dalam Register Akta Kelahiran dan 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

(6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (1) 
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke 
Kota Tual 

Pasal 40 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan 
kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasa] 37, Pasal 38, dan 
Pasal 39 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 

Pasal 4l 

(l) Pelaporan kelahiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat [I) yang 
melampaui batas waktu 60 (enam puluh] hari sejak tanggal kelahiran, 
pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah 
mcndapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengcnai persyaratan dan tata cara pencatatan 
kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l] diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

16 



Bagian Kedua 
Pencatatan Lahir Mati 

Pasal 42 

I Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 
Pelaksana paling lambat 30 {tiga puhuh) hari sejak lahir mat 

(2) Instansi Pelaksana sebagairmana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan 
Surat Keterangan Lahir Mati. 

(3] Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pcncatatan 
lahir mati scbagaimnana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Walkota. 

Bagian Ketiga 
Pencatatan Perkawinan 

Paragraf 
Pencatatan Perkawinan Yang Sah 

Pasal 43 

(I) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di 
tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejal 
taggal perkawinan. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan 
menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 

(3) Kutipan Akta Perkawinan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) masing­ 
mnasing diberikan kepada suami dan istri. 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh 
Penduduk yang beragama Islam kepuada KUA Kecamatan. 

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa scbagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan dalam Pasal I4 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA 
Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 
(sepuluh] harj setelah pencalatan perkawinan dilaksanakan. 

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
me merlukan penerbitun kutipan akta Pencatatan Sipil 

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
dilakukan pada UT Instansi Pelaksana. 

Pasal 44 

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 43 berlaku pula 
bagi 
a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan 
b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas 

permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan 

Pasal 45 

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dcngan Akta Perkawinan, 
pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 
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Paragraf 2 

Pencatatan Perkawinan Penduduk Kot Tal di lur 
Wilayah Negara Kcsatuan Republik Indonesia 

Pasal 46 

(I) Perkawinan di lar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib di 
laporkan untuk dicatat pada instansi yang berwenang di negara setempat 
dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia 

2) Apabila ncgara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, maka dapat 
dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia setempat unruk melakukan 
pencatatan. 

(3) Perwakilan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud pada ayat {2) 
mcncatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan 
menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 

(4) Pencatatan perkawinan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
dilaporkan olch yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksane di tempat 
tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan 
kembali ke tempat asal. 

Pasal 47 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata Cara pencatatan 
perkawinan scbagaimana dimnaksud dalam asal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan 
Pasal 46 diatur dengan Peraturan Walikota 

Bagian Keempat 
Pencatatan Perbatalan Perkawinan 

Pasa 18 

(I) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang 
mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling 
lambat 90 (semblan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang 
pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

2) Instasi Pelaksana scbagaimana dimaksud pada ayat (l) mencabut 
Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan 
mnengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan 
pembatalan perkawinan sebagaimana dirnaksud pada ayat (} dan 
ayat [(2) diatur dengan Peraturan Walikota. 

Bagan Kelima 
Pencatatan Perceraian 

Paragraf I 

Pencatatan Perceraian Diluar Wilayah Kota Tual 

Pasal 49 

(l] Perceraian diluar Kota Tua] wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan 
kepada Instansi Pelaksana pada daerah atau wilayah dilangsungkannya 
perceraian paling lambat 60 (enam puluhj hari sejak putusan pengadilan 
tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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2) Laporan scbagaimana diraksud pada ayat (i), agar Pejabat Pencatatan 
Sipil pada dacrah yang bersangkutan dapat mencatat pada Register Akta 
Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. 

Paragraf 2 

Pencatatan Perceraian Penduduk Kot Tua] di luar Wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pa sad 50 

(I Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 
dilaporkan ke instansi yang berwenang agar dicatat pada instansi yang 
berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan 
Republik Indonesia. 

2) Apabila negara sctempat scbagaimana dimaksud pada ayat [l) tidak 
menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan 
dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

(3) Laporan perceraian pada Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat ti) agar peristiwa perccraian dapat dicatat dalamn 
Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Kutipan Akta 
Perceraian. 

(4) Pencatatan perceraian scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) 
dilaporkan oleh yang bersungkutan kepada Instansi Pelaksana di tcmpat 
tinggalya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan 
kembali ke daerah asal 

Pasal 51 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan 
perceraian sebagaimanu dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 5l diatur 
dengan Peraturan Wahkota. 

Bagian Keenan 
Pencatatan Pembatalan erceraian 

Pasal 52 

(1) Perbatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk 
kepada Instansi Pclaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 
putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 

[2) Berdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi 
Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek 
akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pcncatatan 
pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota 

Bagian Kerujuh 
Pencatatan Kematian 

Paragraf I 

Pencatatan Kematian di Kota Tual 

Pasal 53 

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama 
lainnya di dorisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling 
lambat 30 (tiga puluhj hari sejak tanggal kematian. 
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(2) Berdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan 
Kutipan Akta Kematian. 

(3] Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dilakkan 
berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang. 

(4) Dalam bal terjadi kctidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang 
atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat 
Pencatatan Sipil baru dilakukan seteiah adanya penctapan pengadilan. 

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, 
Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan 
keterangan dari kepolisian 

Paragraf 2 

Pencatatan Kematian Penduduk Kota Tual di luar Wilaya.h 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal 54 

(I) Kematian di luar wilayah Negara Kesamuan Republik Indonesia wajib 
dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada 
Instansi yang berwenang di Negara setempat dan Kepada Perwakilan 
Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian 

[) Laporan scbagaimana dimaksudkan pada ayat [l) agar tercatat pada 
Instansi yang berwenang di Negara setempat dan pada Perwakilan 
Republik Indonesia. 

(3 Dalam hal seseorang dinyatakan hilang, scgera dilaporkan agar 
pernyataan keratian karne hilang dan pencatatannya dilakukan oleh 
Instansi Pelaksana di negara setempat atau Kcpada Perwakilan Republik 
Indonesia. 

(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak 
jelas identitasnya, pemnyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instasi 
Pelaksana di negara setempat. 

(5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat 

(6) Keterangan sebagairmana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi 
Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di 
pengadilan sebagai dasar penctapan pengadilan mengenai kematian. 

Pasal 55 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan 
kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan asal 54 diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

Bagian Kedelapan 
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, 

dan Pengesahan Anak 

Paragraf 
encatatan Pengangkatan Anak di Kota Tual 

Pasal 56 

(l) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan 
pengadilan di tempat tinggal pemohon. 
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(2 Pencatatan pcngangkatan anak scbagaimana dimaksud pada ayat [lJ 
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluhj hari 
setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat 
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran 
dan Kutipan Akta Kelahiran. 

Paragraf 2 

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing 

Pasal 57 

fl] Pengangkatan anak wanrga negara asing yang dilakukan oleh Warga 
Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. 

(2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I diaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. 

(3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak 
menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara 
asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan 
Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan 
pengangkatan anak 

(4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 
Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
yang bersangkutan kembali ke daerahnya. 

(5] Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi 
Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak. 

Paragraf 3 

Pencatatan Pengakuan Ana.k 

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pclaksana 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak 
oleh ayah dan disetujui olch ibu dari anok yang bersangkutan. 

(2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya tclah 
melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah 
menurut hukum negara. 

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan 
menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. 

Paragraf 

Pencatatan Pengesahan Ana.k 

Pasal 59 

1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi 
Pelaksana paling lambat 30 (tiga pulhj hari sejak ayah dan ibu dari 
an.a.k yang bersangkutan mclakukan perkawinan dan mendapatkan akta 
perkawinan 
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2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya 
telah mclaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan 
hukum negara. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan 
menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak 

Pasal 60 

Ketentuan lebih lanjut mengenui persyaratan dan tata cara pencatatan 
pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 diatur dalam 
Peraturan Walikota 

agian Kesembilan 
Pencatatan Perubahan Nara dan Perubahan Status Kewarganegaraan 

Paragraf i 
Pencatatan Perubahan Nama 

Pasel 61 

(l] Pencatatan perubahan nara dilaksanakan berdasarkan penetapan 
pengadilan negeri tempat pemohon. 

[2) Pencatatan perubahan nama sebagairnana dimaksud pada ayat (lJ wajib 
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan 
akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puhuh) hari sejak 
diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat 
encatatan Sipil merbuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan 
Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. 

Paragraf 2 

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

Pasa! 62 

(I] Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi 
Warga Negara Indoncsia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang 
bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan 
status kewarganegaraan paling lambat 60 (enan puluh) hari sejak berita 
acara pengucapan sumpah atau pcrnyataan janji sctia oleh pejabat 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud poda ayat [1), Pejabat 
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggyir pada register akta Pencatatan 
Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil 

Paragraf 3 
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia 

Menjadi Warga Negara Asing di huar Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

Pasal 63 

(I) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia 
menjadi warga ncgara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari ncgara setempat 
wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan 
Republik Indonesia dan lstansi terkait pada daerah asal. 
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f2) Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (l) agar Perwakilan 
Republik Indonesia setempat dapat menerbitkan Surat Keterangan 
Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia 

(3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia scbagaimana diraksud pada 
ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat 
kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang 
menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. 

(4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta 
Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipl 

Pasal 64 

Ketentuan Iebih lanjuat mcngcnai pcrsyaratan dan tata cara pencatatan 
perubahan nama dan status kewarganegaraan scbagaimana dimaksud 
dalam Pasad 6l, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Walikota 

Bagian Kesepuhuh 
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 

Pasul 65 

I) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan 
Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya 
penetapan pengadilan negeri yang lelah memperoleh kekuatan 
hukum tetap 

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya scbagaimana dimaksud pada 
ayat (I) paling lambat 30 (tiga puluh] hari sejak diterimanya salinan 
penctapan pengadilan. 

(3 Ketentuan lebih lanjut rengenai pcrsyaratan den tata cora pencatatan 
Peristiwa Penting lainnya diatur dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Kesebelas 
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri 

Pasa1 66 

(l] Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap 
Peristiwa Penting yang menyangkuat dirinya sendiri dapat dibantu oleh 
Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan 
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 
Peraturan Walikota 

BAB VI 
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

cara pelaporan 
diatur dalam 

Bagian Kesatu 
Data Kependudukan 

Pasal 67 

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data 
agregat Penduduk. 
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2) Data perseorangan meliputi : 
a. nomor KK; 
b. NIK, 

c. nama lengkap 
d. jenis kelamin; 
e. tempat lahir; 
f. tan.ggal/bulan/tahun lahir; 
g. golongan darab; 
h. agtma/kepercayaan; 

status perkawinan; 
j. status hubungan dalam keluarga; 
k. cacat fisik dan/atau mental; 

pendidikan terakhir; 
m. jenis pekerjaan; 
n, NIK ibu kandung; 
o. nama ibu kandung; 
p. NIK ayah; 

1. nama ayah, 
r alamat sebehumnya; 
s. alamat sekarang; 
t. kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; 
u. nomor akta kelahiran/nomor surat kena lahir; 
v. keperihikan akta perkawinan/buku nikah; 
w. nomor akta perkawinanfbuku nikah; 
x. tanggal perkawinan; 
y. keperilikan akta perceraian, 
2. nomor akta perceraian/ surat cerai; 
aa. tanggal perceraian; 
bb. Sidik Jari; 
cc. iris mata; 
dd tanda tangan, dan 
ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data 
kuantitatif dan data kualitatif. 

(4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat [l), ayat (2) dan 
ayat 3) yang digunakan untuk scmua keperluan adalah Data 
kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan 
pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan; 
a. pelayanan publik; 
b. perencanaan pembangunan; 
c alokasi anggaran; 
d. pembangunan demokrasi; dan 
e. penegakan hukum dan pencegahan kriminali. 

Bagian Kedua 
Dokumen Kependudukan 

Paragraf I 
Dokumen Kependudukan 

Pasal 68 

(I) Dokumen Kependudukan meliputi 
a, Biodata Penduduk; 

b. KK; 
• KTP; 
d. surat keterangan kependudukan; dan 
e. Akta Pencatatan Sipil. 

24 



(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf d meliputi. 
a. Surat Keterangan Pindah; 
b. Surat Keterangan Pindah Datang; 
c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 
e. Surat Keterangan Tempat tinggai; 
f. Surat Keterangan Keiahiran; 
g. Surat Keterangan Luhir Mati; 
h. Surat kKeterangan Pembatalan Perkawinan; 
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; 
j. Surat Keterangan Kematian; 
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 
I. Surat Keterangan Pelepasan Kewargancgaraan Indonesia; 
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan 
n. Surat Ketcrangan Pencatatan Sipil. 

(3) Biodata Penduduk, KK, KTP el, Surat Ketcrangan Pindah Penduduk 
Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 
an.tar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat 
Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar 
kabupaten /kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang 
Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Surat Keterangan 
Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang 
Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, 
Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan 
Kematian untuk Orang Asing, Surat Kcterangan Pembatalan Perkawinan, 
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti 
Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi 
Pelaksana 

(4) Surat Kceterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar 
kecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang 
Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam sat 
kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas 
nama Kepala Instansi Pelaksana. 

(5j Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia 
dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangun Pindah Datang Penduduk 
Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, 
Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Ncgara Indonesia, Surat 
Ketcrangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat 
Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan 
dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instans 
Pelaksana. 

(6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan 
Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani 
oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia. 

Paragraf 2 

Biodata Penduduk 

Pasal 69 

Biodata Penduduk paling sedikit memuat ketcrangan tentang nama, tempat 
dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta 
perubahan data sehrbungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 
Penting yang dislami 
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Pasal 70 

(l) Instansi pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan 
pemutahiran biodata penduduk. 

() Pencatatan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilaksanakan oleh 
petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identis yang dimiliki 
oleh penduduk 

(3 Tidak diperbolehkan kepada scmua orang unruk mengubah, menambah, 
atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen 
kependudukan 

Pasal 71 

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak, 
diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan 
yang ditcntukan 

Pasal 72 

Pemutahiran biodata penduduk scbagaimana diraksud dalam Pasal TO 
ayat (I dilakukan oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk. 

Pasal 73 

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal 
Terbatas dan Orang Asing Tinggal tetap yang terjadi di luar negeri karena 
terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia, dicatat oleh 
instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kcdatangan. 

Paragraf 3 

Kartu Keluarga 

Pasad 74 

[I] KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala 
keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, 
tanggal Iahir, aggama, pendidikan, peckerjaan, status perkawinan, status 
hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan , dokumen imigrasi, namna 
orang tua. 

(2) Keterangan mengenai kolom agama scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat 
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database 
Kependudukan. 

(3) Nor.or KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 
selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga 

(] KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk 
Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki lain Tnggal 
Tetap. 

(5) KK sebagairmana dimaksud pada ayat (l] dijadikan salah satu dasar 
penerbitan KIP-el. 

26 



Pasal 75 

(I) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang mcmiliki lzin 
Tinggal Tetap bhanya diperbolehkan terdaftar dalam I [sat1) KK 

[2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada lstansi 
Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari scjak terjadinya 
perubahan. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Instans 

Pelaksana mendaftar dan menerbitkan K. 

Paragraf 

Kartu Tanda Penduduk 

Pasal 76 

(I) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin 
Tinggal Tetap yang telah berumur I7 (tujuh belas) tahun atau tclah 
kawin atau pernah kawin wajib memilili KTP-el. 

(2] KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku sccara nasional. 
(3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan 

perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi 
Pelaksana paling lambat 30 (tga puluh) hari sebelum tanggal masa 
berlaku lzin Tinggal Tetap berakhir 

(4) Penduduk yang telah merriliki KTP-el wajib membawa pada saat 
bepergian 

(5) enduduk sebagaimans dimaksud pada ayat (l) hanya diperbolchkan 
memiliki I (satu] KTP-el 

Pasad 77 

(1 KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data 
penduduk, yaitu NIK, nama, tcmpat tanggal lahir, laki-laki atau 
perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, 
pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal 
dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. 

2) NIK sebagaimana yang dimaksudkan padn ayat (l) menjadi nomor 
identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik 

(3] Pemerintah menyelenggarakan serua pclayanan publik dengan 
berdasarkan NIK sebagaimana diraksud pada ayat (). 

(4) Untuk menyelcnggarakan semua pelayanan publik sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas 
yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 
(lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan 

(5] Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agame 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi 
penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat 
dalam data base kependudukan. 

(6] Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (I] tersimpan cip yang 
memuat rckaman elecktronik data perseorangan. 
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(7} KTP-el untuk 
a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan 
b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku 

lzin Tinggal Tetap. 

8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau bilang, penduduk 
Pemilik KTP-el rajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk 
dilakukan perubahan atau penggantian. 

(9) Delem hak KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib 
melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala 
desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat 
pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang 

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data 
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima} diatur dengan 
Peraturan Walikota 

Paragraf 5 

Kartu Identitas Anak 

Pasal 78 

(I] Kartu ldentitas Anak {KIA] adalah Kartu Identitas yang diberikan kepada 
anak atau penduduk yang mcngajukan permohonan yang belum 
berusia 17 (tuju belas} tahun dan belum pernah manikah. 

(2) Masa bcrlaku KIA adalah 5 (lima] tahun dan dapat diperpanjang sampan 
usia 17 (tuju belas] tahun atau menikah. 

(3) Bentuk, tata cara, dan persyaratan pembuatan KIA ditetapkan dengan 
Peramuran Walkota. 

Paragraf 6 
Surat Keterangan Kependudukan 

Pasal 79 

i) Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan 
tentang nama lengkap, NIK, jeris kelamin, tempat tanggal lahir, agama, 
alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami olch 
sescorang. 

[2) Prosedur dan persyaratan pembuatan Surat Keterangan Penduduk 
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota 

Paragraf 7 

Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan 

Pasal 80 

(1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuan 
tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk 
sebagai berikut: 
a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas] hari: 
b. Surat Keterangan Findah paling lambat 14 [empat belas] hari, 

c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belasj hard, 
d. Surat Kerangan Pindah kc Luar Negeri paling lambat I4 (empat belasj 

hari, 
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e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling larbat I4 (empat 
belas] hari; 

f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki 
lzin Tinggal Tcrbatas paling lambat 14 (empat belas] hari; 

g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat I4 (empat belas] hari; 
h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (cmpat belas) hari, 
i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari; 
j Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) 

harr, atau 
k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 ftujuhj hari 

sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. 
(2) Per wakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan 

Kependudukan sebagai berikut: 
a. Surat Ketcrangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; 
b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari; 

atau 
c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling 

lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. 

(3) Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia 
yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada 
register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan 
Sipi) paling lambut 30 (tiga puluh) bani scjak tanggal dipenuhinya semua 
persyaratan. 

Paragraf 8 

Pembcrulan Tp.el 

Pasal 81 

(1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuke KTP-el yang mengalamni 
kesalahan tulis redaksional. 

() Pembetulan KTP-el sebagairana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan atau tanpa permohonon dari orang yang menjadi subjek KTP.el. 

(3) Pembetutan KTP-el sebagairana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Instansi Pelaksana. 

Paragraf 9 
Pembetulan Akta dan Pembatalan Pencatatan Sipil 

Pasud 82 

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang 
mcngalami kesalahan tulis redaksional. 

2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dani orang yang menjadi 
subjek akta. 

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 83 

(l) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
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2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pemnbatalan akta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil 
membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan 
akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan 
subjek akta 

Pasal 84 

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta 
berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan 
putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang 
menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengailan. 

Pasal 85 

Ketentuan lebih lanjut mnengenai persyaratan dan tata cara pcncatatan 
pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 82 dan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 86 

Ketcntuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata 
Penduduk, blangko KK, KTP-el, Surat Keterangan Kependudukan, Register 
dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Walikota 

Pasal 87 

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas 
khusus yang mclakukan tugas keamanan negara di daerah Kota Tual diatur 
dalam Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 88 

Setiap orang dilarang memerintahakan dan/atau memfasihitasi dan/atau 
melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data 
penduduk. 

Pasal 89 

Ketentuan mcngenai pcdoman pendokumentasian hasil Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Walikota. 

Bagian Ketiga 
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan 

Pasal 90 

dilarang 
dengan 

pada ayat (2) 

yang tidak sesuai 

I] Data perseorangan dan dokumen ependudukan wajib disimpan dan 
dilindungi kcrahasiaannya oleh Daerah 

(2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data 
Kependudukan kcpada petugas provinsi dan petugas Instansi Pclaksana 
serta pengguna. 

(3) Petugas dan pengguna sebagaimana 
menyebarluaskan Data Kependudukan 
kewenangannya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang ingkup dan 
tatacara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota 
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Pasal 91 

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya 

BAB VII 

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 

SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN 

DARURAT DAN LUAR BIASA 

Pasad 92 

(I} Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat 
dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat 
itu dibcri kewenangon membuat sturat keterangan mengenai Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting. 

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) scbagai dasar 
penerbitan Dokumen Kependudukan 

(3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif 

mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil di terpat sebagaimana dimaksud pada ayat (l 

Pasal 9.3 

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, 
Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bag 
pengungsi dan korban bencana alam. 

[2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda 
Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil 
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I] 

(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan 
Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan 
pertmbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan 
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan 
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat [2) diatur dengan 
Peraturan Walikota 

BAB VIII 

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Pasa] 94 

(1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh 
Menteri sesuai ketentun peraturan perundang undangan. 

() Pengellaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat [1] dilakukan melalui pembangunan Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan 

(34 Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 
f2) diatur dengan Peraturan Walikota. 

(4) Pengkajian dan pengembangan Sistem 
Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, 
pemerintah kota 

Informasi 
pcmcrintah 

Administrasi 
provinsi dan 
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(5] Pedoran pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (] diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan walikota. 

Pasal 95 

() Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan dan tersimpan di dalam data base kependudukan 
dimanfaatkan mtuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang 
pemerintahan dan pembangunan. 

2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus 
mendapatkan izin Penyelenggara 

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 
mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2) diatur dalam 
Peratran Walikota 

BAB IX 

PENGANGKA'TAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL 

Pasa 96 

(l) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangari Administrasi 
Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas 
usulan gubernur, 

(2} Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi 
Kependudukan di Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas 
usulan walikota melalui gubernur. 

(3) Penilaian kinerja pejabat struktural sebageimana dimaksud pada ayat (l) 
dan ayat [2) dilakukan secara periodek oleh Menteri 

(4] Ketcntuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan 
dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l] dan ayat (2), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB X 

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK 

Pase 97 

(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat : 
a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, 
b. sidik jari; 
c. iris mata; 
d. tanda tangan; dan 
e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan 
aib seseorang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur 
dengan peraturan walikota. 

Pasal 98 

(I) Data Pribadi Penduduk sebagaimana diraksud dalam Pasal 84 wajib 
disirpan dan dilindungi oleh negara 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan 
terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah 

(3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara 
dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

Pasal 99 

(1) Menteri scbagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi 
kepada petugas provinsi dan petugas instansi Pelaksana 

[2) Petugas sebagairmana dimaksud pada ayat (I] dilarang menyebarhuaskan 
Data Pribadi yang tidak sesuai dcngan kewenangannya 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengcnai persyaratan, rang lingkup, dan tata 
cara mcngenai pemberian hak akses sebagaimans dimaksud pada 
ayat (l) diatur dengan Peraturan Walikota. 

BAB XI 

PENDANAAN 

Pasal 100 

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi 
Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan nonfisik, dianggarkan dalam 
anggaran pendapatan dan belanja Negara. 

Pasal 101 

Penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi 
Kependudukan dianggarkan mulai anggaran pendapatan dan belanja Negara 
perubahan tahun anggaran 2014 

BAB XII 

PENYIDIKAN 

Pasal 102 

() Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam 
bidang Administrasi Kependudukan diberi wcwcnang khusus sebagai 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dala Kitab 
Undang-Undang Hukum Ac~ra Pidana 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I) daler 
melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk 

a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukurn 
tcntang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan, 

b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak 
pidana Administrasi Kepondudukan, 

c. memanggi orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan 

d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pereriksaan. 
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(3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 
serta mekarisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan 

BAB XJII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 103 

(I) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila 
melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal 

a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki lin Tinggal Terbatas 
atau Orang Asing yang meriliki lzin Tinggal Tetap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1 dan (3); 

b. pindah datang ke luar negeri bagi Pendudvk Warga Negara Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); 

c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); 

d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki lzin 
Tinggal Terbatas sebagaimana diraksud dalam Pasal 27 ayat [lj, 

e. perubahan status Orang Asing yang memilki lzin Tinggal Terbatas 
menjadi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tctap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); 

f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki lain Tinggal 
Terbatas atau Orang Asing yang meriliki lain Tinggal Tctap 
sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)} 

g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a, atau 
h. perpanjangan KP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (83). 

2) Denda administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap 
Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp, 1.000.000,0O {satu 
juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 
(dua juta rupiah). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mcngenai penetapan Denda administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wahikota. 

Pasal 104 

() Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila 
melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal' 
a. kelahiran sebagaimana diraksud dalam Pasal 36 ayat (l) atau 

Pase! 38 ayat (4) atau Pasal 39 ayat (6] atau Pasal 4l ayat () atau 
Pasal 42 ayat ( ) ;  

b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam asal 43 ayat (l) atau 
Pasal 46 ayat (4); 

c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat ( 1 ) ;  

d. perceraian scbagaimana dimaksud dalam Pasa 49 ayat (1) atau 
Pasal 50 ayat (), 

e. pembatalan perceraian sebagaimane dimaksud dalam Pasal S2 

ayat (1J; 
f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1]) atau 

Pasa! 54 ayat (1) ,  
g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) 

atau Pasal 57 ayat (1); 
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h pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (l); 

i.  pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat ( I } ;  

j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasat 6i ayat (2], 

k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagairana 
dimaksud dalam Pasal 6l ayat (lj; atau 

L. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 

ayat (2). 

(2) Denda administratif sebagairana dimaksud pada ayat (l paling banyak 
Rp. 1.000.000,0O (satu juta rupiah). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat () diatur dalam Peraturan Walikota. 

Pasal 105 

(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4] yang 
berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling 
banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 

(2) Setiap Orang Asing yang mcmiliki lzin Tinggal Terbatas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa 27 ayat (4] yang berpergian tidak membawa Surat 
Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak 
RD. 100.000,00 {seratus ribu rupiah). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagairmana 
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota 

Pasal 106 

(Ii Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau 
sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen 
Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan 
Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

() Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat [I ] diatur dengan Peraturan Walikota 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 107 

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau 
dokumen kepada instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa 
Kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,0O 
(lima juta rupiab) 

Pasal 108 

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau 
melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data 
Penduduk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp. 50.000.000,0O {Lima puluh juta rupiah). 

35 



• 

% 

Pasal 109 

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp. 25.000.00O,OO (dua puhuh lima juta rupiah) 

Pasa 110 

Setiapa orang yang tanpa hak menycbarluaskan Data Kependudukan 
scbagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat [3] dan data pribadi 
scbagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 ayat fl) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 
25.000.000,00 (dua puluh lire juta rupiah). 

Pasal 1 1 1  

Setiap pejabat dan petugas pada dcsa/kelurahan, kecamatan /UPT Instansi 
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau 
memfasilitasi dan/atau melakukan puogutan biaya kepada Penduduk dalam 
pengurusan dan pencrbitan dokumen kependudukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasad 91 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,0O (lima puluh 
juta rupiah). 

Pasal 112 

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, 
dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan scbagairna 

dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 

Pasal 113 

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai epala 

keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75 ayat (l] atau untuk memiliki KTP Jebih dari satu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) dipidana dengan pidana 
pcnjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp. 5.000.000.00 (ima juta rupiah). 

Pasal 114 

(1) Dalam hal pcjabat dan petugas pada Penyelenggara dan lnstans 
Pelaksana melakukan tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
107 atau Pasal 108, pejabat yang bersangkutan dipidans dengan pidana 
paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50,000.000,00 
(lima puhuh juta rupiah) 

[2) Dalam hal pcjabat dan pctugas pasca Penyelenggara dan instansi 
Pelaksana membantu melakukan tindakc pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan 
ketentuan undang-undang. 
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Pasal 115 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasa] 108, 
Pasal 109, Pasal 110, Pasal 1 1 1 ,  Pasal 112 dan Pasal 113 adalah tindak 
pidana Administrasi Kependudukan. 

BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 116 

(I) Hal-hal yang belum diatur dalarm Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Walikota Tual. 

(2] Semua Kebijakan Daerah sebelm ditetapkannya Peraturan Daerah ini 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini. 

BAB XVl 

KETENTUAN PENUTUP 

Pase! 117 

eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah 
Kota Tual. 

di Tual 

0s Mei 2017 
%, AL 

i 

$r 

N 

Diundangkan di Tual 

Pada tanggal, 2. Oktober 2017 
' ,a 

' PIE. SI RAH 'OTA TUAL 
V 

" 

• 

OAN 

H KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 94 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL PROVINS! MALUKU: 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL 

NOMOR 0A TAHUN 2017 

TEN'TANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

I. UMUM. 

Bahwa perkembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan 
yang ditandai dengan angka kelahiran, keratian, pcrkawinan dan 
perubahan status wilayah domisiih serta persoalan peristiwa 
kependudukan lainnya, baik pada tingkat desa sampai pada tingkat lintas 
wilayah antar Negara yang begitu pesat, menyebabkan keharusan 
penyesuaian regulasi perangkat peraturan perundang-undangan. 

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kepcndudukan, merupakan pengejewantahan lebih lanjut terhadap 
dinamika dan perkembangan tersebut. 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelaksanaan pembangunan di Daerah scrta untuk meningkatkan 
pelayanan dan penertiban kepada masyarakat Kota Tual di bidang 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan upaya­ 
upaya penyempurnaan terhadap ketentuan penyelengaraan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil sesuai am~nat Undang- Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Noror 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudun. 

Upaya penyesuaian tersebut dimaksudkan karena pada hakekatnya 
daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap 
penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk WNI 
dan Orang Asing. Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 
memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan 
pencatatan scsuai dcngan peraturan yang berlaku. 

Dengan berlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmaka 
pelayanan administrasi kependudukan yang pelaksanaannya diakukan 
dengan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan 
sebagaimana diatur dalarm Peraturan Daerah ini, dapat memberikan 
pclayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada 
masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang ialami oleh penduduk tanpa 
adanya perlakukan diskririnatif dan memberikan kepastian hukum. 
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Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan pcran scrta 
masyarakat terutama ketua Rukun Tetangga (RT/Rukun Warga (RW) 
dalam rangka mnemperolch dokumen kependudukan untuk menjamin 
kepastian data penduduk WNI maupun Orang Asing yang berada di 
wilayah Kota Tual 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan 
penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di dacrah 
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah. 

IL. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukup jelas. 

Pasa 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Persyaratan yang di maksud adalah sesuai dengan peraturan 
Perundang-Undangan. 

Pasal 
Ayat 2 

huruf a 
Cukup jclas. 

huruf b 

Cukup jelas 
huruf c 

Cukup jelas. 
huruf d 

Cukup jelas. 
hurufe 

Cukup jelas. 
huruff 

yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalar sistem pemerintah Negara 
Kcsatuan Republik Indonesia. 

hurufg 
yang dimaksud dengan penyajian data kependudukan berskala 
Kota Tual adalah pengclola data kependudukan yang 
mnenggambarkan kondisi Kota Tua] dengan menggunakan SIAK 
yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. 

huruf h 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Yang dimaksudkan dengan Instansi pelaksana dalam ayat (l) adalah 
Dinas Pencatatan Sipil dan UT Instansi Pelaksana. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 
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Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jclas. 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jlas. 
Pasal 14 

ukup jelas. 
Pasal L5 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jclas 
Pasul 17 

Ayat I 

Cukup jelas 
Ayat 2 

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan sistem informasi 
administrasi kepcndudukan. 

Ayat 3 

Cukup jelas 
Pasal 18 

Ayat l 
Yang dimaksud dengan dokumen pendaftran" adalah bagian dari 
dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran 
penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata. 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasa1 20 
Cukup jelas. 

Pasal 2I 

Ayat 1 
Cukup jelas. 

Ayat 2 

Yang dimaksud surat keterangan pindah datang adalah surat 
keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing 
scbagai bukti diri pengganti identitas 

Ayat 3 

Cukup jelas. 
Ayat 4 

Cukup jelas 
Pasal 22 

Cukup jelas. 
Pasal 23 

Cu.kupjclas. 
Pasa 24 

Cukup jclas 
Pasal 25 

Cukup jelas 
Paseal 26 

Cukup jelas. 
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Pasal 27 
Ayat l 

Yang dimaksudkan dengan izin lainnya adalah segala bentuk 
dokumen yang berhubungan dengan identitas izin tempat tinggal 
bersangkutan 

Ayat 2 
Cukup jelas. 

Ayat 3 
Cukup jelas. 

Ayat 4 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Cukup jelas 
Pase! 29 

Cukup jelas 
Pasal 30 

Cukup jelas 
Pasal 31 

Cukup jelas 
Pasal 32 

Cukup jelas. 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
Pasal 34 

Cukupjelas. 
Pasal 35 

Cukup jelas. 
Pasal 36 

Cukup jelas. 
Pasal 37 

Cukup jelas. 
Pasal 38 

Cukupjclas. 
Pasal 39 

Cukup jclas 
Pa.sal 40 

Cukrup jclas 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
Pasal 42 

Cukup jelas 
Pasal 43 

Cukup jelas. 
Pasal 44 

Cukup jelas. 
Pasal 45 

Cukup jelas. 
Pa.sa! 46 

Cukup jelas. 
Pasal 47 

Cukup jelas. 
Pasal 48 

Cukup jelas 
Pase! 49 

Cukup jelas. 
Pasal 50 

Cukup jelas 
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Pasal 51 

Cukupjclas. 
Pesa) 52 

Cukup jclas. 
Pasal 53 

Cukup jelas 
Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas 

Pa.sal 57 
Cukupjelas 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukupjelas 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas 

Pasul 68 
Cukupjelas 

Pasad 69 

Cukup jelas. 
Pase! 70 

Cukup jelas. 
Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal 72 

Cukup jelas 
Pasal 73 

Cukup jelas 
Pasal 74 

Cukup jelas 
Pase! 75 

Cukup jelas 
Pasal 76 

Cukup jelas. 
Pasa1 77 

Cukup jelas. 
Pasal 78 

Cukup jclas. 

42 



, . 

Pasal 79 
Cukup jclas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas 

Pasal 82 
Cukup jelas 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jclas. 
Pasal 85 

Cukup jelas 
Pasal 86 

Cukup jelas 
Pasal 87 

Cukup jelas 
Pasal 88 

Cukup jelas. 
Pasa! 89 

Cukup jelas. 
Pasal 90 

Cukup jelas. 
Pasal 91 

Cukup jelas. 
Pasal 92 

Cukupjelas. 
Pasal 93 

Cukup jclas. 
Pasal 94 

Cukup jelas. 
Pasal 95 

Cukup jclas. 
Pasal 96 

Cukup jelas. 
Pasud 97 

Cukup jelas. 
Pasal 98 

Cukup jelas 
Pasal 99 

Cukup jelas. 
Pasal 100 

Cukupjelas. 
Pasal 101 

Cukup jelas 
Pasal 102 

Cukuap jelas 
Pasal 103 

Cukup jelas 
Pasal 104 

Cukup jelas. 
Pasal 105 

Cukup jclas 
Pasal 106 

Cukup jelas. 
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Pasal 107 
Cukup jelas 

Pasal 108 
Cukup jelas 

Pasal 109 
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal 111 
Cukupjelas 

Pasal 112 
Cuup jelas 

Pasa 113 
Cukup jelas. 

Pasal 114 

Cukup jelas. 
Pasal 115 

Cukup jelas 
Pasal 116 

Culup jelas. 
Pasa 117 

Cukup jelas. 
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